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RINGKASAN

Cyber crime merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang lahir karena
adanya perkembangan teknologi. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana
yang tergolong seriuos crime karena korban tindak pidana jenis ini bisa siapa saja
dan dimana saja. Pengaturan cyber crime di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tetapi undang-undang tersebut belum sepenuhnya melindungi kepentingan
hukum yang ada terkait tindak pidana cyber crime. Sehingga penulis meneliti dan
membahas permasalahan tersebut ke -dalam sebuah skripsi yang berjudul
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap-Tindak Pidana Perusakan Situs Pemerintah
Oleh Cracker berdasarkan:Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan- Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : 1. Perbedaan tindak
pidana perusakan oleh cracker terhadap situs pemerintah dengan perusakan situs—
situs lain pada umumnya 2. Prinsip perlindungan terhadap situs pemerintah telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ‘3. Prinsip perlindungan hukum terhadap 'situs pemerintah
berdasarkan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam prospektif.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan
akibat yang ditimbulkan serta’ pertanggungjawaban pidana dari cracker yang
merusak situs pemerintah-dengan cracker yang merusak situs-situs lain pada
umumnya, untuk mengetahui pengaturan prinsip perlindungan hukum terhadap
situs pemerintah yang telah dirusak atau dicoba dirusak dan mengkaji serta
menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai
perlindungan hukum terhadap situs pemerintah yang akan dirusak atau telah
dirusak.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat primer
seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta bahan hukum sekunder, bahan

hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas



dalam penulisan skripsi. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan
undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sumber bahan
penelitian yaitu sumber bahan hukum dan bahan non hukum. Analisis data
digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan
kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang
bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Pembahasan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah
membedakan tindak pidana perusakan oleh cracker terhadap situs pemerintah
dengan perusakan situs-situs lain pada umunya, mengetahui prinsip perlindungan
hukum terhadap situs pemerintah-dalam.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui prinsip perlindungan
hukum terhadap_situs pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi.Dan Transaksi Elektronik Dalam Prospektif.

Kesimpulan dalam skripsi-«ini- yaitu; 1. Terdapat perbedaan antara
perusakan situs pemerintah dan perusakan situs lain pada.umumnya yang terletak
pada -korban, motif kejahatan dan dampak yang ditimbulkan; 2. Konsep
perlindungan hukum terhadap perusakan situs pemerintah sudah diatur dalam
undang-undang ITE. Namun prinsip perlindungan hukum terhadap korban belum
sepenuhnya melindungi kepentingan hukum para ‘korban tindak pidana cyber
crime; 3. Diperlukannya suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang
murni beraspek hukum pidana (undang-undang pidana khusus tentang tindak
pidana dunia maya) ‘dan bersifat khusus dalam mengatur Tindak Pidana cyber
crime yang'tergolong serious crime dan transnational.crime.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam
skripsi ini yaitu : 1. Dalam-perusakan situs pemerintah dan perusakan situs-situs
lain pada umumnya harus ada perbedaan pertanggung jawaban pidana, 2. Suatu
peraturan perundang-undangan seharusnya terdapat sinkronisasi antara konsideran
dengan pasal-pasal yang ada didalamnya-agar. tidak terjadi ketidakjelasan unsur-
unsur tindak pidana dan celah bagi pelaku kriminal untuk lepas dari hukuman, 3.
Pembentukan suatu peraturan.perundang-undangan sebaiknya diserahkan kepada
tim ahli, untuk memperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki
daya guna, kemanfaatan dan kepastian hukum.



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN .......ooiiiiieieiee ettt st e e e i
HALAMAN SAMPUL DALAM....ccutitiieieieieeesee ettt il
HALAMAN MOTTO. ...ttt e ettt e iii
HALAMAN PERNYATAAN. ...ttt ittt ete sttt eteeeesieeeaeeeeeeeeaessiaesiaesas v
HALAMAN PERSEMBAHAN......ocit ittt b st v
HALAMAN PRASYARAT GELAR......coiiiiiiieieeeese e vi
HALAMAN PERSETUJUAN......oitiittiiiitsstmene ettt ettt sae e seee e vii
HALAMAN PENGESAHAN.......oooiiiiiit ittt eeanee s fineeeeeseeeneeeneeseeeaesneeesesnss o viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAPENGUIJL.......... 50 e b iX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASTH.....coue i it ittt s sie st e X
HALAMAN RINGEKAS AN.....% . 5. o Siam, LAl T il e xii
HALAMANDABTAR IS %.... g a0 % . e . . B 5 N XV
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.......... 00 cco it ie s et e e e XVi
BAB 1 PENDAHULUAN

1. Wl ditar Belakarfiiee N, ... R0 BN, L o 4. ... (... 1
F2RRumusan Mgt .. SN 87Ny Ly N 4
1.3 Hhjgan Pendljtiaiicalig, N B _wri o . OGN NN ... 4
1.4 NERtoddlogi Pehphidfin 7 el Wu, ORI 5
1.4.1 Tig& Penelitian ... N0 ol S W W, ... .. L B 5
P42 PenWilicdian Madtllall=..  SEC8 " o Nl L 6
1.4.3 BahanWkym. .o\ G\ 3N B B.. =0 SO\ ..., 6
A. Bahanhukum Primer..........o0 s 7
B. Bahan hukum Sekunder...........ccoccoverieniinenieniiienieceeeeee 7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum........c...coiiicceec 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan Hukum Pidana ..........cccoeceeniiiiienicc it 9
2.1.1 Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana ...........c..cccccecvveieennnenn. 9
2.1.2 Tujuan Politik Hukum Pidana............ccooriiiiiieeeee e 12
2.2 Tindak Pidana ..........c it e e 12
2.2.1 Jenis — Jenis Tindak Pidana ...........c.ccoocoiiiiiiinninceeen 13
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana ............cccivvenenniniininiiniiiceiece, 21



2.3 Perkembangan Teknologi Informasi ...........ccceeciieniiniiiinniiiiienieece
2.3.1 Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi....................
2.3.2 Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi ..................
2.3.3 Kebutuhan Pengaturan Atas Perkembangan Teknologi
INFOTMAST. ..ot
2.4 Cracker ..oueeiiieie e e e e et
2.4.1 Perbedaan Hacker dengan Cracker ...........cccccvveeeeniiineiinianiiinnnnn.
2.4.2 Formulasi Cracker Sebagai Pelaku Tindak Pidana........................
BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Perbedaan Tindak Pidana Perusakan Oleh Cracker Terhadap

Situs Pemerintah Dengan Perusakan Situs-Situs Lain pada Umunya

38
3.2 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Situs Pemerintah Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik ... ... .o ioi

b1
3.3 [ Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Situs Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prospektif .....,

56
BAB 4 PENUTUP
4.1 KeSTMPUILAN.....cuviiieiiei e eieitesstneesnsaassseeeeseaeeeereeesnnreeeeeennnseeeeeennnnees
N T ) 1 H USRS
DAFTAR BACAAN
DAFTAR LAMPIRAN



